Menimbang

Mengingat

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAY A

a.

KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang ada, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan
seefisien mungkin termasuk pengelolaan piutang ;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Penghapusan
Piutang Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Daerah
Wangaya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Kewenangan Penghapusan Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Denpasar ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang
Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;



15.  Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  DENPASAR TENTANG KEWENANGAN

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

G P g B b0 =

10.

11.
12.

Kota adalah Kota Denpaar

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar

Walikota adalah Walikota Denpasar.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang
mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Wangaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



ey
2

3

“4)

&)

(1)

@)

3)

(M

)

(D
()

3)

)

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG
Bagian Kesatu
Asas Umum
Pasal 2
Piutang BLUD adalah piutang daerah.

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang
Pasal 3

Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung piutang
dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai
tambah pada BLUD.

BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyatanya
tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Dalam memberikan piutang, BLUD membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat.

Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.
Pasal 5
BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan
bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Terhadap piutang BLUD, yang telah dinyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
(PSBDT) oleh PUPN, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang
BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
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Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang
Paragraf Kesatu
Penghapusan Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih
Pasal 6

Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan BLUD.

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan
piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak
tagih BLUD.

Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor
Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.

Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang
BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Penghapusan Bersyarat
Pasal 7

Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang
kewenangannya.

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per
penanggung utang.

b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari
Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
per penanggung utang.

¢ Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

d. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang;

e. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) per penanggung utang.

Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat
adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank
Indonesia yang tengah berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan
oleh Pejabat Keuangan.

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota
Denpasar.



(5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi
penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau

Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan
sebagai PSBDT.

Paragraf Ketiga
Penghapusan Mutlak
Pasal 8

(1)  Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:

a.

Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara mutlak sesuai jenjang
kewenangannya.

Penghapusan secara mutlak terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh:

Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per
penanggung utang.

Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari
Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
per penanggung utang.

Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Walikota untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang;

Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) per penanggung utang.

(2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak
adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs Bank
Indonnesia yang tengah berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh
Pejabat keuangan

(3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, dan
Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota Denpasar.

(4)  Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan :

a.

diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara
bersyarat piutang dimaksud; dan

penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa
kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum BLUD ditetapkan sebagai satuan kerja yang
menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penghapusan piutang negara atau daerah bagi instansi pemerintah.



BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

(1) Dalam hal terdapat kesalahan data piutang atau data piutang tidak akurat yang antara lain disebabkan
kesalahan catat atau kesalahan input, kesalahan hitung, dan tidak didukung dengan bukti yang valid,
Direktur melakukan koreksi yang dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Piutang atas usul Pejabat
Keuangan.

(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar koreksi piutang dalam laporan
keuangan Rumah Sakit dan disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2014
WALIKOTA DENPASAR,

!

—

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KO7A DENPASAR,

/i

RAIISWARA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 10



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 MARET 2014
TENTANG . KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PADA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WANGAYA

bahwa piutang negara atas nama .......... telah diurus secara optimal oleh Panitia
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah
dinyatakan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih
(PSBDT) sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 jo. Peraturan Menteri Dalam Meneri Nomor 61 Tahun 2007, dan Peraturan
Walikota Denpasar Nomor ..... Tahun 2013, piutang BLUD RSUD Wangaya
atas nama terlampir telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara
bersyarat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan ....... tentang Penghapusan Secara
Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD Wangaya atas nama terlampir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan
Piutang Badan Layanan Umum;

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun Tentang Kewenangan
Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum
Daerah Wangaya.

MEMUTUSKAN :

Penghapusan bersyarat Terhadap Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wangaya Atas Nama .... .

Penghapusan Bersyarat Terhadap Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wangaya Atas Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ..............
ini.

Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum kesatu tidak menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas
nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak
Piutang Negara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2014

Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penghapusan
Piutang,

NIB: i o
WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Salinan Keputusan .... ) ini disampaikan kepada:

O (Ol A s

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali;
Inspektorat Kota Denpasar

Dewan Pengawas RSUD Wangaya

Direksi RSUD Wangaya

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar



